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I'E1\!'n'r 


~.l 	 Kesimpulan 

Melihat dati seluruh uraian pada bab~bab sebelumnya dalam Sk1ipsi lni 

maka penyusun menyimpulkan: 

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pl<iana korupsi dapat 

dilihat pada Pasal 1 ke In Peraturan Penguasa Mlliter No, 

PRT/P~1f08i1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa ?erang PUSat No. 

PRTlPEPERPU/OI3!1958 babwa pelaku tindak pidana korupsi tidak 

hanya tcrdiri dari orang tetapl juga hadil:1, dan yang dimaksudkan 

adalah bacian h'..lkum t'rc<.-'hlper.WOI1'") scbagat sub\ck huk'Jnl p\dana. 

Tetapl pengaturan secara tegasnya bam ada dalam ketentuan Pasal I 

angka I juneto Pasal j angka 3 Cndang~undang .Ko. 31 Tahun 1999 

juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 lentang Pemberantasan 

11'.dak Pidana Korupsl bahv.a yang cllnaksud 3cttap orang sebagai 

pelak;; kOruPSI da1::tm undung-:;;:dilng te~sebu! ada:ah orang 

pctseorangnn atau tcnnasuk korpo[;-tSl (:,a1k hrulan h~j!...um maupun non 

badan hukum) Untuk dapat zilkatakan sebagai subyek hukum pidana 

Kor;;ps: da:::\ Japat diperwnggungiav<abkan p:'>TblJ~l!;iI:nya kO!'PO,J5! 

harm; lr,(;mihkl 'Jn~·ur k<:sa!ahan ya;:u kc~cngaj<~~m d311 ;lUlU kt!l!lpaan, 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



57 

dikenai sal1ksi pidana sebaJ:!;aimanl'l pelaku korupsi lain yang diatur 

da!am Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diuOM 

d~ngan Undang~undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, pengaturan mengenai sanksi pidananya dapat 

kita lihat pada Pasal 2 (dua) sampai dengan 17 (tuJuh belas) unda.ng~ 

undang tersebut Sanksi pi dana bagi kor~rasi pclaku korupsi pada 

dasamya sarna dcngan sanksi terhadap pelaku korupsi perorangan. 

Namun mengingat sifat korporasi seoogai badan yang tldak mungKln 

diJatuhi pidana kurungan maupun perYara ataupun pidana mati, 

ketentuan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyaJah sanksi pidana 

denda. Plda:\u denda da!am pemldanaan korporasi mempunyai 

kedllduh.an "'ang amat J)enting, brena merupakan satu-satunya pidana 

pokok yang dapat dqutuhkan terhadap korpor4st Selain pldana pokok 

herupa d<2nda terscbut tahadap korporasi pc!aku korupsi dapat pula 

dlkcnal pidana tamhahao sebagairnana diatur daJam Pasal IS ayat (1) 

l'nd<1ng-unch'tng No, 3! Ta!mn )999 sebagd:mana diubah dengan 

Undang-undang ~o 10 Tallun 2001 tenlang Pemberanl.asan Tmdak 

Pidana KompsL 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

http:kedllduh.an


58 

4.2 Saran 

Dari orntan pada skripsi im penyusun rnembenkan samn yang mungbn 

dapat dijadikan pcrtimbangan dalam penegakan hukum lcrhadap korporast pelaku 

kOruPS1, aotafa lain 

1. 	 Kurang tegasnya pengaturan korporasi sebagaj subyek hukumlah yang 

sebenarnya mcnimbulkan kesuiitan dalam meminta 

pcrtanggungjav.aban korporasi dalam hal telah mdakukan suatu 

tindak pidana, khususnya tindak pldana korupsi DC:lgan mehhat 

bahwa dalum dirt korporasi terdapat individu-mdividu, maka juga 

$udah seharusnya dibuat pengaturan hukum pidana ya:lg rnernbedakan 

i1:ldak pidam yang bagairr.ana yang dlkatakan scbagai rx:;~uatan yang 

di!akukan olch korporas! atau indlvidu vang tcrdap-at di dalamnya 

serta pihak mana yang akar: dlmintaknn pertanggungpwaban atas 

tmdak pidana yang terjadi tcrsebut 

2_ 	 Adanya aturan yaag Jclas mcngenai kebcradaan kmpo;asi scbag,u 

sui}Y'.::k hukum pidft[1a Komps: yang dapat dlInirHakan 

!)Crlallggungjawabannya dalan', hal mdai...ukan su;J.~u korupsi 

dlharapkan tldak ada kcsulHaD daJa:T\ upaya prever,tlf dall rcpn:sif 

dalal11 terjadinya kuru pSI oieb suatU korporasL HJ! ini . &lu"a 
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